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SALINAN 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menimbang  

 

 

Mengingat : 1. Undang- tentang2000Tahun23NomorUndang

Negara(LembaranBantenPropinsiPembentukan

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

2. Undang- tentang2014Tahun23NomorUndang

RepublikNegara(LembaranDaerahPemerintahan

Tambahan244,Nomor2014TahunIndonesia

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

  BUPATI LEBAK

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK

  NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

: bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  6  ayat  (4)

  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  64  Tahun  2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 

Akrual  pada  Pemerintah  Daerah  dan  Pasal  3  huruf  d 

Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020 

tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,

perlu  menetapkan  Peraturan  Bupati  tentang  Sistem 

Akuntansi Pemerintah Daerah;
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sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5155); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntas Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 

tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan 

Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752); 
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuanagn Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Lebak  (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak  

(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Lebak Nomor 20219); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 

20217); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI 

PEMERINTAH DAERAH. 

 

  BAB I 

KETENTUAN UMUM 
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Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Lebak. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat 

Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 

daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala 

sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang 

dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 

pengawasan keuangan daerah. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan 

ditetapkan dengan peraturan daerah. 

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah. 

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 

selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang 

Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang 

melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. 



  PARAF KOORDINASI 

SEKRETARIS DAERAH  

ASISTEN SEKDA  

KEPALA DPPKD  

KEPALA BAGIAN HUKUM   

-5- 

 

10. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, 

pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran 

transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan 

serta penginterpretasian atas hasilnya. 

11. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah 

prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, 

aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih 

oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan 

pengguna laporan keuangan dalam rangka 

meningkatkan keterbandingan laporan keuangan 

terhadap anggaran, antar periode maupun antar 

entitas. 

12. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya 

disingkat SAP P adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan pemerintah. 

13. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui 

pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam 

pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui 

pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan 

pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang 

ditetapkan dalam APBD. 

14. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari 

prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain 

untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis 

transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di 

lingkungan organisasi pemerintahan daerah. 

15. Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan 

adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan 

Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan 

acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 

penyusun laporan Keuangan, pemeriksa dan pengguna 
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Laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas 

sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan 

Standar Akuntansi Pemerintahan. 

16. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang 

selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi 

judul, nomor dan tanggal efektif. 

17. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang selanjutnya disingkat IPSAP adalah 

penjelasan, klarifikasi dan uraian lebih lanjut atas 

PSAP. 

18. Buletin Teknis SAP adalah informasi yang berisi 

penjelasan teknis akuntansi sebagai pedoman bagi 

Pengguna. 

19. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS 

adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait 

transaksi keuangan yang disusun secara sistematis 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan 

pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. 

 

Bagian Kedua 

Ruang Lingkup 

Pasal 2 

SAPD terdiri dari: 

a. sistem akuntansi Perangkat Daerah; 

b. sistem akuntansi PPKD; 

c. BAS. 

 

BAB II 

SAPD 

Pasal 3 

(1) SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi 

dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan 

pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan 

neraca saldo serta penyajian laporan keuangan. 
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(2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri atas: 

a. laporan realisasi anggaran; 

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

c. neraca; 

d. laporan operasional; 

e. laporan arus kas; 

f. laporan perubahan ekuitas; dan 

g. catatan atas laporan keuangan. 

 

Pasal 4 

(1) SAPD terdiri sistem akuntansi PPKD, dan sistem 

akuntansi PD. 

(2) Sistem akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, 

pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-

Laporan Operasional (LO), beban, pendapatan-Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA), belanja, transfer, 

pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan 

koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta 

penyusunan laporan keuangan konsolidasian 

pemerintah daerah. 

(3) Sistem akuntansi Perangkat Daerah mencakup teknik 

pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas 

pendapatan-Laporan Operasional (LO), beban, 

pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran (LRA), belanja, 

aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta 

penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah. 

 
Pasal 5 

(1) BAS merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah 

dalam melakukan kodefikasi akun yang 

menggambarkan struktur laporan keuangan secara 

lengkap. 

(2) BAS digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku 

jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, 
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pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada 

laporan keuangan. 

(3) BAS dirinci sebagai berikut: 

a. level 1 (satu) menunjukan kode akun; 

b. level 2 (dua) menunjukan kode kelompok; 

c. level 3 (tiga) menunjukan kode jenis; 

d. level 4 (empat) menunjukan kode obyek; 

e. level 5 (lima) menunjukan kode rincian obyek; dan 

f. level 6 (enam) menunjukan kode sub rincian obyek. 

(4) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 

a terdiri atas: 

a. akun 1 (satu) menunjukkan aset; 

b. akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban; 

c. akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas; 

d. akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan–Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA); 

e. akun 5 (lima) menunjukkan belanja; 

f. akun 6 (enam) menunjukkan pembiayaan; 

g. akun 7 (tujuh) menunjukkan pendapatan – 

Laporan Operasional (LO); dan 

h. akun 8 (delapan) menunjukkan beban. 

 

Pasal 6 

SAPD dan BAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 
BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati 

Lebak Nomor 39 Tahun 2015  tentang Sistem Akuntansi 

Pemerintah Daerah  (Berita Daerah Kabupaten Lebak 

Tahun 2015 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 
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Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak. 

 

Ditetapkan di Rangkasbitung 

pada tanggal 28 Juni 2022 

 

BUPATI LEBAK, 

 

Cap/Ttd. 

 

ITI OCTAVIA JAYABAYA 

  

Diundangkan di Rangkasbitung 

pada tanggal 28 Juni 2022 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK, 

 

       Cap/Ttd. 

 

BUDI SANTOSO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 31 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 


